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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : Oni Choiruddin, SH., MM. 

Jabatan  :  Deputi  Bidang Persidangan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama   :  Dr. Rahman Hadi, M.Si. 

Jabatan    :  Sekretaris Jenderal DPD RI 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
SATUAN 

TARGET 

1 2 3 4 5 

1.  Terselenggaranya 
penyusunan draft produk DPD 
RI yang menjawab aspirasi 
masyarakat dan daerah 

Persentase aspirasi 
masyarakat dan daerah yang 
ditindaklanjuti dengan 
penyusunan draft produk DPD 
RI yang diputuskan dalam 
Sidang Paripurna DPD RI  

70% persentase 

2.  Terselenggaranya 
penyusunan draft produk alat 
kelengkapan DPD RI lainnya 
yang menjawab aspirasi 
masyarakat dan daerah 

Persentase aspirasi 
masyarakat dan daerah yang 
diakomodir ke dalam draft 
produk alat kelengkapan DPD 
RI lainnya yang disampaikan 
dalam Sidang Paripurna DPD 
RI 

85% persentase 

3.  Tersedianya kajian kebijakan 
dan hukum yang 
mengakomodir aspirasi 
masyarakat dan daerah 
sebagai dukungan substansi 
alat-alat kelengkapan 

 

Persentase kajian kebijakan 
dan hukum yang 
menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat dan daerah sesuai 
ruang lingkup tugas alat 
kelengkapan 

100% persentase 

4.  
Tersedianya hasil pengolahan 

aspirasi masyarakat dan 

daerah sebagai dukungan 

data alat-alat kelengkapan 

Persentase aspirasi 
masyarakat dan daerah yang 
diolah sebagai data dukung 
untuk pengambilan kebijakan 
alat-alat kelengkapan 

100% persentase 

5.  Terlaksananya dukungan 
pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPD RI 

Persentase dukungan 
kegiatan Pimpinan DPD RI 

100% persentase 

6.  Terlaksananya dukungan 
persidangan dan rapat-rapat 
yang berkualitas 

Survei kepuasan Anggota 
DPD RI 

3.7 Skala Likert 
(1-4) 

 



NO. KEGIATAN ANGGARAN 

1  Dukungan penyusunan produk DPD RI Rp. 134,254,849,000 ,- 
 

2  
Dukungan penyusunan produk alat kelengkapan DPD RI 
lainnya 

Rp. 25,042,854,000 ,- 
 

3  Dukungan kajian kebijakan hukum Rp. 2,125,000,000 ,- 
 

4  Dukungan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah Rp. 332,765,058,000 ,- 
 

5  Dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI Rp. 26,827,988,000 ,- 
 

6  
Terselenggaranya dukungan persidangan dan rapat-rapat 
yang berkualitas 

Rp. 14,032,012,000 ,- 
 

TOTAL Rp. 535,047,761,000 ,- 
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